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SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR

Menimbang

KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

:a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa
dikecualikan obyek Retribusi adalah pelayanan pasar yang
dikelola oleh BUMN, BMUD dan Pihak Swasta,;

. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan

Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan
yang sehat, perlu diperhatikan permodalan dengan
melakukan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah

Pasar Kabupaten Buleleng;

. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Buleleng pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Buleleng telah melebihi dari pada yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 30 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah
Pasar Kabupaten Buleleng, sehingga perlu disesuaikan

atau diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun



Mengingat

2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten

Buleleng;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawas Perusahaan
Daerah di Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43
Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan
Daerah dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun
2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2005 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 30 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2011 Nomor 30);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4
TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR

KABUPATEN BULELENG.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4
Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005
tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 30):

1. Ketentuan Pasal 5C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5C

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pasar sebesar Rp. 160.000.000.000,-

(seratus enam puluh milyar rupiah) terdiri dari :

a. tanah sebesar Rp.10.719.534.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus
sembilan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu);

b. bangunan sebesar Rp. 147.980.466.000,- (seratus empat puluh
tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh juta empat puluh enam
ribu rupiah);

c. modal Kerja sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta
rupiah);

(2) Penambahan Modal selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati.



2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A

sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12A

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
a. gaji;
b. tunjangan.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati melalui

Badan Pengawas.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27

(1) Kedudukan hukum pegawai, g@aji, tunjangan, dan pesangon
pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati dengan
memperhatikan ketentuan kepegawaian dan peraturan gaji pegawai PD.

Pasar Kabupaten Buleleng.

(2) Dihapus.



Pasal 1l
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 9.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH
NIP.196030218 198503 1.011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
(10/2015).



SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN BULELENG

I. PENJELASAN UMUM.
Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
mengamanatkan bahwa dikecualikan obyek Retribusi adalah pelayanan
pasar yang dikelola oleh BUMN, BMUD dan Pihak Swasta, dalam rangka
tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip
ekonomi Perusahaan yang sehat, perlu diperhatikan perhitungan
permodalan dalam mengadakan penyertaan Modal terhadap Perusahaan

Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.

1. PENJELASAN PASAL YANG DIUBAH.

Pasal 5 C
Ayat (1)
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Pasal 12A
Ayat 1
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas



Pasal 27
Ayat 1
Pegawai adalah Karyawan Perusahaan Daerah Pasar
Kabupaten Buleleng yang berstatus Pegawai Tetap, Pegawai
Honor, Pegawai Kontrak, dan Pegawai Harian Lepas.
Ayat 2
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7.



